
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT 
NOMOR01 TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANGDAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT 

TAHUN 2005-2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KUTAI BARAT, 
 
Menimbang : a. bahwadenganadanyaUndang-UndangNomor 25 Tahun 

2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan 
NasionaldanUndang-UndangNomor 17 Tahun 2007 
tentangRencana Pembangunan JangkaPanjangNasional  
2005-2025, DokumenPerencanaan Pembangunan 
JangkaPanjang Daerah KabupatenKutai 
Baratperludilakukanpenyesuaian; 

b. bahwaRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, 
sesuaiPasal 13 ayat (2) Undang-UndangNomor 25 
Tahun 2004, ditetapkandenganPeraturan Daerah;  

c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
dalamhuruf a danhuruf b di atas, 
perlumembentukPeraturan Daerah KabupatenKutai 
BarattentangRencana Pembangunan JangkaPanjang 
Daerah KabupatenKutai Barat 2005-2025. 

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 nomor 175, TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2000tentangPerubahanAtasUndang-undangNomor 47 
Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Nunukan, 
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten 
Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 
tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355); 

4. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 
tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 
tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 
terakhirdenganUndang-UndangNomor 12 Tahun 2008  
tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 32 
Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

6. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 
tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatd
an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 tentangRencana 
Pembangunan JangkaPanjangNasional 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor33, TambahanLembaran NegaraRepublik 
Indonesia Nomor 4700); 

8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);  

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai 
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 
2008 Nomor 03). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KUTAI BARAT 

 
dan 

 
BUPATI KUTAI BARAT 

 
 
 



3 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN 
KUTAI BARAT TAHUN 2005-2025. 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :  

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat; 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten 
adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas  
Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;  

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur  
penyelenggaran pemerintahan daerah; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga 
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 

5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;  

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai  Barat; 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas 
Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kutai Barat; 

8. RPJP Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional 
adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua  
puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025; 

9. RPJP Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut  
sebagai RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 
periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 
2025; 

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berisi Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 

11. RPJM Nasional Tahun 2004-2009 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan 
tahun 2009; 

12. RPJM Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2006-2011 adalah Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 
tahun 2006 sampai dengan tahun 2011.  

 
Pasal 2 

 
(1) RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang 

mengacu pada RPJP Nasional; 

(2) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, 
misi dan program Kepala Daerah; 

(3) Sistematika RPJP serta rincian arah dan program pembangunan daerah  
sebagaimana tercantum dalam lampiranmerupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dalam Peraturan Daerah ini.  
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Pasal 3 

 
(1) Dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan daerah dan untuk 

menghindari kekosongan rencana tahunan pembangunan daerah, Bupati yang 
sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya, diwajibkan menyusun 
RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya; 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk 
menyusun APBD tahun pertamapemerintahan Bupati berikutnya. 

 
Pasal 4 

 
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP 

Daerah;  

(2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan BupatidanatauKeputusanBupati.  

 
Pasal 5 

 
Peraturan Daerah inimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. 

Agar setiaporangdapatmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan Daerah 
inidenganpenempatannyadalamLembaran Daerah KabupatenKutai Barat.  

 
ditetapkan di Sendawar. 
pada tanggal, 10 Januari 2013. 

 
BUPATI KUTAI BARAT 

 
 
 
 

ISMAIL THOMAS 
 

diundangkan di Sendawar. 
pada tanggal, 11 Januari 2013. 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT 
 
 
 
 

AMINUDDIN 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR01. 

 
 
 
 

No Nama Jabatan  Paraf  
1. Lung, SH KasubbagKu md ang  

2. Jannes Hutaju lu, SH KabagHuku m  

3. Ir. Finsen Allo todang, M.Si  Kepala BAPPEDA   
4. Drs. Abed Nego  Ass. II  

5. Drs. Aminuddin, M. Si Sekd a  
6. H. Didik Effendi, S. Sos, M. Si WakilBupati   

 


